WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR |b6 TAHUN 9204
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa unluk meclaksanakan Peraluran Dacrah Kota
Semarang Nomor 7 Talan 2011 tentang ajak
Penerangan Jalan dalam pelaksanaan operasionalnya
dapat berjalan sccara efektil, efesien dan optimal, maka
perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Semarang
Nomor 973.08/40 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001
tentang Pajak Penerangan Jalan untuk disesuaikan
denpan peraturan dimaksud,

'b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kota
Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyclcsaian Sengkeln Pajak (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);




3.

10.

Undang-Undang Nomor 19  Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak  dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesin Nomor
3686) sebogaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 ‘“Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak  dengan Surat  Paksa
(Lcmbaran Negara Republik Indonesin Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonosia
Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negata
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Neggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahaan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kcuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahaan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahaan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4437,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Twmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia ‘I'ahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);




11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 ‘I'ahun 1976 tentang
Perluasan  Rotamadya Daerah Tingkat I Semarang
(Lermmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079),

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Iukum Acara Pidana
sebagaimana diubah dengan Peralurun Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 50 ‘I'nhun 19492 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan
di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembatan Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomar 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 {eniang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);

18, Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tenlang
Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namar 53161);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 {entang
Pengesahan, Pengundangan dan  Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang
Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Linglkungan Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya
Dacrah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1988 Sen
D Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran
Daerah Kota Semarang Nomor 83);

3. Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 5 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pcmcrintahan Dacrah Kota Scmarang (Lcmbaran Dacrah
Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011

tentung Pyjuk Penerungan Jalan (Lembaran Daerah Kola
Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Semarang Nomor 54);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN.

BADB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerinlah Daerah adalah Walikota dan Perangkat. Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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11.
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13.

14.

16.

17.

Walikota adalah Walikota Semarang.

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dinas Pengelolaan Keuangan dun Ascl Dacrah yang sclanjulnys disinghat
NPKADN adalalhh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Scmarang.

Perusahaan Listrik Negara vyang selanjutnya disingkat PLN adalah
Perusahaan Listrik Negara.

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan
Danernh atas penggunaan tenaga listrik.

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi
jalan umum yang rekeningnya di bayar oleh Pemerintah Daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik dacrah (BUMD) dengun nama dun dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya (ermasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Tenaga listrik adalah (enaga listeik yang berasal dari PLN maupun bukan
PLN.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak,
pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk mcnghitung, menyetor dan melaporkan
pajak yang terutung.

Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat
dalam Masa Pajak.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penighimpunan data objck dan subjek pajak, penenluan besarnyn pajalk
vang terulung sumpui kegintan penagihan pajak kepada Wajih Pajak
serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang sdanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dun/alau pembayaran pajak, obyek pajak
dan/ataun bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewsyiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan bcsarnya
jumlah  pokok  pajak, jJumlah kredit pajak,  jumlah kekurangan
pewbaywan pokok pajak, besarnya sanksi administrasl dan jumlah pajak
yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menenlukan
tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah polok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketctapan pajak yang mencntukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Kctctapan DPajak Dacrah Nihil, Surat Kctctapan Dajak Dacrah Lcbih
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, Surat Kctctapan
Pajak Daerah Kurang Bayur Tammbahun, Sural Ketelapuan Pajuk Daerah
Nihil, Surat Ketelapan Pajak Daerali Lebih Bayar, Sural Tagihan Pajak
Daerah atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yvang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
tcratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan vang
melipuli harla, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolchan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebul.

Pemeriksaan adulah serangkaiun keginlun menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektil dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan Kketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah,




BAB 11
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
el 2

(1) Dalam rangka penduallaran dun pendataan  terhadap Wajib  Pajak
Pencrangan Jalan baru, Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan jelas,
lengkap dan benar serta ditandatangani.

(2) Wayib Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima
belas) han selelah beroperasinya obyek pajak harus mengembulikan
kepada petugas pajak di DPKAD,

(3) Petugas pajak mencatat SPIPD yang teloh dikembalikan olch Wajib I'ajak
dalam Daftar Induk Wajib Pajak dan digunakan sebagai dasar untuk
menerbitkan NPWPD,

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak
dipenuhi, pendaftaran dan pendataan dapat dilakukan oleh Pejabat.

BAB 111
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 3

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Walikota,

(2) Apabila pembayaran pajuk dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, haail
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerall sclaunbal-lambatnya |
(satu) hari kerja.

(3) Pembayaran pajak dilakukan secara bulanan.

() Pembayaran bulanan dilaksanakan paling lambat seliap tanggal 10 pada
bulan berikutnya.

(5) Apabila tanggal terselul jatuh pada har libur maka pembayaran dapat
dilakukan paling lambat 1 (3atu) hari kerja berikutnya.

(6) Apabila pembayaran pajak yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud
pada ayat 4 mclewati tanggal tersebut dikenakun sanksi administrasi
sebesar 2 % (dua persen) perhulan,

Puual 4

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Kepala DPKAD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenubhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Tata cara mengangsur sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
a. wajib Pyjak mengajukan surat permohonan angsuran:

b. atas dasar permohonan tersebut Kcpala DPKAD dapat
mempertimbangkan pembayaran angsuran;

c. apabila permohonan dikabulkan maka diterbitkan Surat Keputusan
Persetujuan Pembayaran Angsuran beserta SKPD Angsuran.
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(4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang bayar.

(5) Kepala DPKAD dupnl memberikan  persetujuan kepadn Wajib Pajnk
untuk menunda  pembayaran  pajak  sampai  bulus  waktu  yang
ditentukun setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang
belum atau kurang dibayar.

Pusul 5

Setiap pemnbayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 6

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
secbagai awal tindakan pelaksanaan pcnagihan pajak dikeluarkan 7
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus
mehinasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringalan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala DPKAD.

Pasal 7

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
Jangka waklu schapaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Sural.
Peringatan atau Surat lain yung sejenis, jumlah pajak yang harus
dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera
setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Iagsal 8

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24
jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau pejabat
yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasul 9

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tcmpal
pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis
kepada Wajib Pajak.




BAB V

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 1{)
(1) Kapala DPKAD karenu julatan atail atas permohonan Wajib Puyade dapat

a. membetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau kesalahan hilung,
dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan dacrah,;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak;

¢. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bungs,
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan bukan kesalahan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi  atas SKPD,
SKPDKDB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD dengan alasan yang jelas.

(3) Kepala DPKAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
schbagaimana dimaksud ayat (2) ditcrima, sudah harus memberikan
keputusan.

(4) Apabila sctelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan sebapaimana dimaksud ayat
(3) Kepala DPKAD tiduk memberikan keputusan permohonan pembetulan,
pembatalun, pengurangan ketctapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi,maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 11

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengcmbalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Kepala DPKAD secara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b, masa pajuk;
¢. besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. alasan yang jelas.

(2) Kepala DPKAD dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui Kepala
DPKAD tidak mcmberikan keputlusan, permohonan pengembalian
kelcbihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDIB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
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Apabila Wajib Pajuk mempunyni utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana ayat (3) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajaknya.

Pengembalian kelebihun pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDKILB.

Apahila pengembalian kclebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 2
(dua) bulan sejak diterbitkunnyw S3KPDLB, Kmpala DPKAL memberikan
imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan alas keterlambatan

pembayaran kelebihan pajak.

Apabila kelebihan pembayaran pajak dipcrhitungkan dengan utang
pajalt lainnya, schagaimana dimuksud ayat (4) pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuurn
Juga berlaku sebagai hukti pemhaynronnyu.

Atas dasar persetujuan Wujils Pajak yang berhak atas kelebihan
pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dcngan
pajak yang skan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib
pajak lain.

Pusal 12

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal
11 ayat (5) dilakukan dengan menerbitkan SP2D.

SP2D dibebankan pada mata anggaran pendapatan pajak tahun
anggaran berjalan atau mata anggaran pencrimaan semula.

Pasal 13
SP2D dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :

a. lembar ke 1 dan 2 untuk Bidang Perbendaharaan selaku Penerbit
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

b. lembar ke 3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.
c. lembar ke 4 untuk Bidang Pajak.

Biduang perbendaharaan DPKAD atas nama Kepala DPEKAD wajib
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambal 5
(lima) hari kerja sejak SPP diterima.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH
KEDALUWARSA

Pasal 14

Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung Sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak

pidana di bidang perpajakan dacrah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1)
tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;

10




(3)

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surul Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimmaksud pada ayat (2) hurut a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tangpal penyampainn Sural palten tersebut.

Pengakuan utang Pajak secara langsung schagaimana dimaksud pada
ayat (2) hurul b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyataknn
masih mempunyal utang Pajak dan belum melunasinya kepada
Pemenntah Dacrah.

Pengakuan utang ascarn tidak lungsung schagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat dikelahui darl pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayarun dan permohonan keberatan oleh Wajib
Pajak.

Pasal 15

Piulang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.,

Kepala DPKAD melakukan investarisasi terhadap wajib pajak yang
berkategori kedaluwarsa scbagaimana dimaksud ayat (1).

Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dimohonkan persetujuan
Walikola.

Walikols menctapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Walikota dapat menutup dan mencabut ijin usaha bagi pengusaha apabila :

a.

b.

(1)

()

melalaikan kewajiban dan/atau seluma 2 (dua) bulan berturut-turut
tidak membayar pajak atau;

tidak melayani dengan baik petugas dan/atau tanpa alasan yang sah
menolak untuk diadakan tindak pemeriksaan dan mclawan pctugas
pemeriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota.

BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Daerah untuk
menglji kepatuhan pemenuhan kewasjiban perpajakan daerah dalam
rangka melaksanakan peraturan perundang undongan  perpajakan

daerah.
Wajib pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek pajak yang terutang;
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C,

.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perla dan memberikan bantuan guna  kelancaran
pemeriksaun, dan/atau;

memberikan keterangan yung diperlukan.

(3) Talacara pemeriksaan pajak adalah sebagal berikut ;

(1)

(2)

a.

b.

pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya dalam wakiu 3 (tiga)
bulan sekali olch tim Pemenksa;

Tim Pemeriksa Pajak scbhagaimana dimaksud hurufl a dibentuk olch
Kepala DPKAD Kola Scmarang;

_Tim Pemeriksa mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan

pembayaran pajak dan kebenaran atas pcmungutan dan penyetoran
pajak yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan Pajak;

~untuk  keperluan pemcriksaan,  Wajib Pajak  diwajibkan

memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen, memberikan
kesempatan untuk memasuki ruangan/tempul yaug diperlukan dan
memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasnl 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarung Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan diserahkan dan menjadi tanggung
jawab Kepala DPKAD.

Kepala DPKAD dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan mempunyai
wewenang .

a.

b.

melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak penerangan
jalan;

menetapkan besarnya pajak;

memungut, menagih dan menerima pcmbayaran pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menerima, meuvlak, dan  memberiken keputusan  terhadup
permohonan  angsuran, penundaan, pengembalinn  kelebihan
pembayaran pajak;

melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan kefetaparn dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak;

menyetorkan penerimaan pajak paling lambat 1 x 24 jam ke kas
daerah;

menyampaikan laporan pclaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e dan huruf f setiap bulan

kepada Walikota.
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BAB x11
KETENTUAN PENUTUP

A -
Peglfgtui‘;ﬁal\jﬂ :lf ligtga ‘iﬂpi‘lt mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
i den
Semarang. gan PCnempatannya dalam Berita Daerah Kota
Ditetaplan di Semarang

pada tanggal 2T vy Lol

WALI MARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang

pada tanggal : 93 N A %_.6\‘{

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

BERITA DALRAH KOTA SEMARANG TAHUN 20/ NOMOR {4,
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